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ABSTRAK

Semua masalah kehidupan masyarakat Minangkabau bertumpu kepada perekonomian, yakni kemiskinan. Demi sesuap nasi, ada anak Minangkabau yang mau kehilangan minangnya. Masalah utama perekenomian mereka adalah lemahnya institusi ekonomiyang bersifat pasif, sementara pihak lain melalui perdagangan bebas dan globalisasi, masuk dengan lembaga yang kuat secara aktif. Akibatnya produk anak nagari dimonopsoni  dan kebutuhan mereka dimonopoli oleh pihak lain. Tidak ada jalan lain, untuk merubah keadaan perekonomian anak nagari,  selain dengan mengembangkan nagari menjadi lembaga ekonomi yang kuat terutama di bidang marketing.

Lembaga ekonomi yang kuat itu adalah Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya adalah pemerintah nagari (dana dari pendapatan nagari), suku/paruik (dana dari kamanakan atau hasil ulayat kaum) yang diwakili pangulunya dan masjid (dana dari jamaah) yang diwakili pengurusnya, yang disebut PT Badan Usaha Nagari (PT BUN).

     
PT BUN ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi anak nagari, maka bidang usaha utamanya adalah perdagangan untuk memasarkan produk andalan anak nagari, dengan membuka cabang di tujuan akhir produk (di dalam atau luar negeri) sebagai distributor tunggal. 
Untuk memperkuat di bidang marketing dan menghindari persaingan antar nagari dengan produk andalan sama, pada setiap kabupaten atau di propinsi dibentuk asosiasi, yang berfungsi untuk menyatukan PT BUN dalam marketing.

     Untuk mencari pasar PT BUN memanfaatkan mesjid-mesjid yang ada di tempat tujuan. Jika pasar suatu produk andalan didapatkan, PT BUN memproduksinya bersama anak nagari, dengan cara mengatur anak nagari melalui pangulu masing-masing dalam menentukan apa, kapan, berapa, dan cara memproduksi, sehingga jumlah dan kualitas produksi sesuai dengan keinginan pasar.

     PT BUN juga dapat memasok kebutuhan anak nagari dengan cara membawanya dari luar nagari, terutama dari tempat tujuan produk nagari itu, dengan cara menjadi distributor barang kebutuhan anak nagari, dan anak nagai menjadi  pengecer.

     Yang perlu diingat adalah, PT BUN jangan sampai mengambil alih usaha anak nagari yang telah ada, sehingga tidak menjadi saingan atau memonopoli barang kebutuhan anak nagari dan memonopsoni produk anak nagari sperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada dewasa ini. Semoga.????

A. Ekonomi Masalah Utama  Masyarakat Minangkabau 
Tidak berbeda dengan masyarakat lainnya di Indonesia, masyarakat Minangkabau menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan mereka seperti terjadinya dekadensi moral, kenakalan remaja, narkoba, pelecehan agama, lengangnya masjid, lunturnya adat, menurunnya harkat niniak mamak, busung lapar, masalah kesehatan, pendidikan, dsb. Kenapa semua itu terjadi? Ada yang menyalahkan berbagai pihak atas tejadinya masalah itu, ada yang menyalahkan pemerintah,  misi negara atau kelompok lain,   globalisasi, dsb. Dari satu sisi pendapat itu memang ada benarnya, namun penulis melihat dari sisi lain, bahwa semua masalah itu bermuara kepada satu masalah, yakni masalah perekonomian, yakni kemiskinan. Demi sesuap nasi, ada anak Mianangkabau yang mau kehilangan minangnya.  

Untuk dapat hidup makmur, manusia dan masyarakatnya memerlukan faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Sumber Daya Alam Minangkabau melimpah, ( hutan, laut, barang tambang, energi air,  dsb.), bak kata orang, lautannya kolam susu, kayu dan batu jadi tanaman.  Tenaga Kerja (labor) Minangkabau, tidak kalah dengan masyakat lainnya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Memang ada secuil yang pemalas, namun mayoritas mereka rajin dan ulet. Modal (capital), secara individual memang lemah, tetapi jika bersama, apalagi melalui perbankan tidak sulit. Keahlian(skill) sudah banyak, Sarjana melimpah, diwisuda ribuannya tiap semester, guru besar banyak. Perusahaan dalam dan luar negeri tidak akan mau menerima mereka jika mereka bodoh. Teknologi peralatan memang belum mampu bikin sendiri, tetapi dapat dibeli. Teknologi Proses Produksi, bisa dipelajari, jika perlu pakai tenaga asing.
Persoalan utamanya adalah Institusi Ekonomi, yang tidak dipunyai sendiri oleh masyarakat Minangkabau. Menurut George R. Terry, pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dengan cara mengorganisir, orang-orang dipersatukan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang saling berkaitan.   
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas Padang bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat tahun 2000 tentang Pengkajian Teknologi Tepat Guna di Sumatera Barat menyimpulkan bahwa : 

1. Telah banyak ragam teknologi yang diintroduksikan dan dibantukan kepada masyarakat Sumatera Barat, namun ada yang cocok  dengan masyarakat dan lingkungannya dan ada pula yang kurang cocok, sehingga tidak lagi terpakai oleh masyarakat; 

2. Telah banyak pula bantuan permodalan yang diberikan kepada masyarakat seperti Bimas, KUT, KMKP, dsb.  

3. Dengan bantuan teknologi dan permodalan yang diberikan, masyarakat memang terbantu dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, namum belum memberikan keuntungan yang maksimal kepada produsen kerena harga di tingkat produsen itu sendiri relatif rendah, malahan tidak jarang di antara anggota masyarakat yang terbelit hutang;

4. Kurang menguntungkannya teknologi tersebut karena lebih banyak berbentuk Teknologi Peralatan dan Prosedur Kerja saja, tanpa memperkenalkan Teknologi Institusi terutama di bidang pemasaran kepada masyarakat;

5.  Kelemahan perekonomian masyarakat Sumbar adalah lemahnya institusi ekonomi masyarakat yang hanya merupakan usaha perorangan, sehingga keuntungan lebih banyak diambil oleh pihak lain (pedagang/eksportir).


Penelitian tersebut juga merekomendasikan bahwa untuk pengembangan perekonomian Sumatera Barat,  masyarakat perlu mengembangkan institusi ekonomi rakyat yang kuat dengan mengembangkan kelompok masyarakat yang telah ada, seperti nagari, suku, paruik, kaum  dan mesjid, menjadi lembaga ekonomi dengan cara membentuk Badan Usaha Nagari (BUN) seperti yang diamanatkan oleh Perda Sumabar No. 9 tahun 2000

Hasil penelitian di atas merupakan gambaran ringkas tentang keadaan perokonomian masyarakat Minangkabau dewasa ini. Keadaan ini merupakan akibat dari sejarah perekonomian masyarakat Minangkabau yang sangat panjang sejak dulu sampai sekarang.


Sebelum kolonialisme Belanda, masyarakat  Minangkabau  menggunakan sistem ekonomi kolektif, melalui nagari, suku dan paruik sebagai persekutuan hukum adat.
 Persekutuan hukum Adat tersebut  merupakan lembaga ekonomi (tradisional) yang mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat. Pengurus masing-masing persekutuan mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur peruntukan, pencadangan dan pemanfaatan tanah-tanah persekutuan. Pengurus mempunyai kewenangan pula untuk mengatur dan mengurus perekonomian masyarakat seperti mengatur kapan turun ke sawah, irigasi, sarana transportasi, dan pasar tradisional. Tanah-tanah dikuasi secara kolektif dalam bentuk kepunyaan bersama, sehingga dapat diatur pemanfatannya sebagai satu kesatuan lahan yang luas.


Namun, dalam sistem ekonomi tradisional itu, persekutuan hanya mengatur hal-hal yang merupakan kepentingan bersama saja, sehingga produksi dan marketing tetap dilaksanakan secara individual. Nagari mendirikan bangunan yang dinamakan pasar. Masyarakat memproduksi barang-barang lebih dahulu, baru dibawa ke pasar. Di pasar mereka menunggu (pasif) datangnya pedagang, dan pedaganglah yang meneruskan penjualan produk itu sampai ke tangan konsumen (aktif), baik dalam negeri maupun luar negeri.


 Kedatangan orang Eropah ke Indonesia adalah untuk dapat memperoleh barang dagangan secara langsung dari produsen dengan menggunakan istitusi yang kuat, sehingga dapat membeli semurah-murahnya dan menjual produk negeri mereka dengan harga setinggi-tingginya. Pada zaman penjajahan,  Belanda mengusai ekonomi Indonesia dengan istititusi ekonomi yang kuat di bidang perdagangan melalui VOC dan Badan Usaha  Eropah seperti NV, Firma dan CV. Sementara masyarakat pedesaan  Indonesia lalai dalam mengembangkan lembaga ekonomi mereka, tertutama di bidang perdagangan. 


Sampai kini, sistem perekonomian mayoritas masyarakat Minang hampir seluruhnya berbentuk Usaha Kecil Mandiri Tradisional. Punya lahan 1000 meter persegi, dimodali, dicangkul, ditanam, dirawat, dipanen dan dijual sendiri. Akibatnya harga ditentukan bukan oleh produsen, tetapi lebih banyak dimonopsoni oleh pihak lain, tengkulak, pedagang antar kota, antar pulau dan eksportir, karena mereka satu atau bersatu. Terjadi rantai panjang dan titik transaksi yang banyak dalam aliran produk ke konsumen, sehingga harga di tingkat produsen menjadi sangat rendah, dan harga di tingkat konsumen menjadi sangat tinggi. Karena itu, banyak dari kalangan masyarakat petani, terutama yang berpendidikan, keluar dari pertanian, karena pertanian tidak memberi harapan. Malah banyak di antara mereka yang berusaha dengan cara menekan petani untuk menurunkan harga. Pokoknya terjadi persaingan tidak sehat antar petani dan pedagang yang lebih banyak merugikan petani sebagai produsen.


Dalam bidang kebutuhan, barang-barang secara langsung dipasarkan oleh produsen sampai ke desa melalui lembaga ekonomi yang kuat,  sehingga harga dimonopoli oleh mereka. Apalagi kalau AFTA dan WTO (sistem perdagangan bebas) diterima Indonesia, masyarakat nagari  akan dihujani oleh produk luar melalui sistem perdagangan bebas dengan institusi perdagangan yang kuat yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan berbagai pola bisnis, seperti melalui waralaba (Franchising), Multi Level Marketing (MLM), Agensi, Distributor, dsb.


Kesimpulannya dewasa ini adalah, apa yang dibeli masyarakat mahal, sementara apa yang dijual murah, sehingga terajadi kemiskinan rakyat banyak. Sedikit orang memang ada yang kaya, tetapi banyak orang melarat. Sebagai negara agraris yang kaya sumber daya alam, tidaklah pantas kalau di sini terjadi busung lapar dan penyakit-penyakit kurang gizi lainnya. 


Dari uraian di atas dapat disimpulkan keadaan perekonomian mayoritas masyarakat Minangkabau sebagai berikut :

1. Mayoritas masyarakat hidup di wilayah nagari sebagai persekutuan hukum adat genealogis matrilineal  tertorial.
2. Kehidupan ekonomi mayoritas anak nagari hanya didukung oleh usaha kecil, perorangan, mandiri dan tradisional, baik dari sudut lahan, modal, tenaga kerja;
3. Dalam usaha kecil perorangan itu tidak mungkin digunakan teknologi yang memadai; sehingga kualitas dan kuantitas produk sangat kecil; dan biaya produksi yang tinggi;

4. Produk dengan kuantitas dan kualitas rendah dipasarkan ke pasar lokal  secara individual, sehingga terjadi monopsoni oleh tengkulak, pedagang antar kota, pedagang antar  pulau dan eksportir yang mengakibatkan sangat rendahnya harga pada tingkat produsen

5. Walaupun ada lembaga ekonomi yang kuat, seperti Perseroan Terbatas, baik berupa Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, lembaga itu bukan milik dan tidak memihak kepada rakyat banyak, sehingga lebih banyak berusaha dengan cara menekan harga produk rakyat.

6. Satu-satu cara untuk memperbaiki ekonomi anak nagari hanyalah dengan mengembangkan nagari sebagai persekutuan-persekutuan hukum adat menjadi Badan Usaha Nagari berbentuk PT yang pemegang sahamnya terdiri dari Pemerintah Nagari, Kaum yang diwakili Pangulu dan mesjid yang diwakili pengurus untuk mengkoordinasikan anak nagari  dalam proses poroduksi, memasarkan produk dan sebagai  distributor kebutuhan masyarakatnya. 


Apakah masyarakat Minangkabau  akan bertahan atau berubah dari keadaan demikian tergantung kepada mereka sendiri serta pemerintahannya. Tidak ada jalan lain, untuk merubah keadaan perekonomian rakyat banyak,  selain dengan mengembangkan nagari menjadi lembaga ekonomi yang kuat di bidang marketing.

B. Globalisasi dan Perekonomian Minangkabau

Globalisasi (penduniaan) ditandai oleh terjadinya kebebasan dalam segala bidang kehidupan manusia, seolah-olah batas-batas teritorial daerah, negara, dan regional tidak ada lagi. Kebebasan itu tidak saja di bidang teknologi informasi, tetapi juga dalam bidang perekonomian, yang diatandai oleh keinginan negara-negara besar untuk melakukan perdagangan bebas, seperti halnya keinginan AFTA dan WTO. Dalam perdagangan bebas, setiap orang dan negara bebas memasukkan produknya ke negara lain secara langsung dengan membuka cabang, agen, waralaba, MLM, dsb.

Dewasa ini, telah mulai kita rasakan bahwa Minangkabau  telah dihujani oleh produk dari negara-negara lain, tidak hanya produk industri seperti mesin, pesawat, mobil, biskuit, air minum, fried chicken,  dsb, tetapi juga termasuk produk pertanian, seperti anggur, apel, kacang kedele, dsb. yang sebetulnya mampu diproduksi oleh masyarakat Minang sendiri, sehingga tidak sedikit menyedot devisa Indonesia. Karena mereka langsung membuka cabangnya di Minangkabau, mereka memegang monopoli harga produk mereka itu, sehingga mereka dapat menjual dengan harga tinggi.

 Di samping itu, pihak asing yang membutuhkan produk Minangkabau bebas pula masuk dengan lembaga eonomi yang kuat, sehingga mereka secara langsung membeli barang kebutuhan negara mereka dari produsen, dan merekalah satu-satunya yang menjadi ekspotir, sehingga mereka memegang monopsoni terhadap produk rakyat banyak untuk membeli semurah-murahnya.

Akibatnya apa yang dijual anak nagari harganya murah, dan apa yang dibeli mahal, semakin hari kehidupan dirasakan semakin sulit. Karena itu, satu-satunya cara untuk mengahadapi pengaruh negatif golobalisasi terhadap perekonomian rakyat banyak Minangkabau adalah dengan memperkuat lembaga ekonomi milik rakyat, sehingga mampu bersaing dengan lembaga asing itu. Caranya adalah dengan membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Nagari. 

C. Bentuk Hukum Badan Usaha Nagari

Melalui beberapa pertimbangan dan pemikiran, penulis menyarankan bahwa Bentuk Hukum dari Badan Usaha Nagari yang cocok dikembangkan adalah Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya adalah anak nagari sendiri yang telah terhimpun dalam kelompok sosial yang ada yakni nagari, suku, paruik/kaum/surau dan mesjid. Pertimbangan itu adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Sumatera Barat memiliki potensi berupa adanya Nagari sebagai Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari beberapa suku yang berwenang mengurus masyarakatnya sendiri sesuai dengan asal usul dan istiadat setempat, mempunyai harta kekayaan yang disendirikan mempunyai struktur organisasi dan personalia yang jelas dan diakui dalam sistem pemerintahan nasional;

2. Dalam masyarakat Sumatera Barat terdapat kelompok genealogis berupa suku dan paruik yang masing-masingnya mengelola surau di bawah pimpinan seorang pangulu;

3. Sebagai tempat ibadah, pada setiap nagari juga terdapat mesjid yang akan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat;

4. Perseroan Terbatas (PT), Limited (Ltd. - di Inggris), Naamlooze Venootschap (NV – di Belanda), Berhad (BHD – di Malaysia) merupakan lembaga ekonomi berbentuk Badan Hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi pemegang sahamnya, merupakan lembaga yang telah dikenal luas oleh masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, sehingga akan mudah dipahami dan dimengerti oleh pihak lain yang ingin mengadakan transaksi karena sistem pertanggungjawabannya yang jelas;

5. Perserotan Terbatas oleh pihak lain dikenal sebagai perusahaan  yang bonafid, sehingga mereka tidak ragu-ragu mengadakan hubungan dengan lembaga ini;

6. Perseroan Terbatas telah diatur dengan hukum Indonesia sendiri sebagai sebuah Badan Hukum Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1995; terakhir dengan UU No. 40/2007 dengan sistem pertanggungan jawab yang jelas. 

D. Pemegang Saham Badan Usaha Nagari
Berbeda dengan koperasi sebagai badan hukum, yang anggotanya adalah individu minimal 20 orang , PT Badan Usaha Nagari pemegang sahamnya adalah kelompok orang atau lembaga yan diwakili oleh pengurusnya, yakni : 
1. Pemerintah Nagari

Pemerintah nagari dapat menyisihkan sebagian Pendapatan Nagari, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Nagari maupun yang berasal dari Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) atau bantuan lainnya yang tidak mengikat untuk dimasukkan menjadi saham PT BUN.

2. Surau/paruik/suku yang diwakili oleh masing-masing Pangulu yang terhimpun dalam Kerapatan Adat Nagari;

Masing-masing pangulu memupuk modal dari kamanakannya, baik dari hasil tanah ulayat suku/paruik/kaumnya, maupun dari harato pancarian anggotanya.

Misalnya, harga nominal satu saham ditetapkan Rp.100.000,-. Kepada masing-masing pangulu terlebih dahulu diserahkan surat pecahan saham dengan nominal Rp. 10.000,- untuk dijual kepada kamanakannya, dan apabila telah terjual sepuluh lembar surat saham itu, pangulu menyerahkan uangnya kepada PT BUN untuk diganti dengan satu lembar surat saham nominal Rp. 100.000,- Seorang kamanakan dapat saja membeli satu atau lebih surat saham itu, demikian pula masing-masing pangulu dapat pula membeli satu atau lebih surat saham PT BUN yang bernilai nominal Rp.100.000,- tersebut. Masing-masing pangulu tentu harus membuat daftar kemanakannya yang membeli saham itu, guna perhitungan deviden nantinya.  Kamanakan yang membeli banyak tentu akan mendapat keuntungan sebanding dengan jumlah saham yang dibelinya.

3. Mesjid-mesjid yang ada di nagari yang diwakili oleh pengurusnya;

Masing-masing mesjid memupuk modal dari jamaahnya. Oleh pengurus diadakan betul usaha pemupukan modal itu. Kepada pengurus mesjid diserahkan pula surat pecahan saham bernilai nominal Rp. 10.000,- untuk dijual kepada jamaah. Bila telah terjual 10 lembar, pengurus mesjid membeli selembar Saham PT BUN dengan nominal Rp. 100.000,- 

E. Bidang Usaha Badan Usaha Nagari
     Seperti dkemukakan di atas, bahwa PT BUN ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi anak nagari. Maka bidang usaha PT BUN ini terutama adalah memasarkan produksi anak nagari, terutama produk andalan. Karena itu bidang usaha utamanya adalah perdagangan. Maka setelah PT terbentuk, kegiatan pertama yang dilakukan adalah membeli truk sebagai alat transportasi. Kemudian PT BUN mencari anak nagari yang dirantau untuk ditunjuk sebagai distributor di tempatnya merantau. Produk anak nagari yang cocok, tentu dengan kualitas tertentu, dibeli oleh PT BUN untuk dikirim ke distributor di tempat tujuan. 

     PT BUN sebaiknya mencari pasar dan menunjuk distributor di berbagai tempat, baik di dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri untuk produk andalan nagarinya. Untuk mencari pasar itu dapat dimanfaatkan mesjid-mesjid yang ada di tempat tujuan. Jika pasar suatu produk andalan didapatkan, PT BUN dapat pula memproduksi produk itu bersama anak nagari, dengan cara mengatur anak nagari melalui pangulu masing-masing dalam menentukan apa, kapan, berapa, dan cara memproduksi produk itu, sehingga jumlah dan kualitas produksi sesuai dengan keinginan pasar.
     Di samping itu, PT BUN juga dapat memasok kebutuhan anak nagari dengan cara membawanya dari luar nagari, terutama dari tempat tujuan produk nagari itu, dengan cara menjadi distributor barang kebutuhan anak nagari untuk dijual kepada anak nagari sebagai retailer (pengecer).

     Yang perlu diingat adalah, PT BUN jangan sampai mengambil alih usaha anak nagari yang telah ada, sehingga PT BUN tidak menjadi saingan atau memonopoli barang kebutuhan anak nagari dan memonopsoni produk anak nagari sperti yang dilakukan oleh perushaan-perusahaan yang telah ada dewasa ini. 
Untuk memperkuat di bidang marketing dan menghindari persaingan antar nagari dengan produk andalan sama, pada setiap kabupaten atau di propinsi dibentuk asosiasi, yang berfungsi untuk menyatukan beberapa PT BUN dalam marketing.
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